Menimbang

Mengingat

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
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KABUPATEN SINJAlI TAHUN 2022
BUPATI SINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerail, seria Tata Cara Perubairan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Taliun 1595 teniang Penyclenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
MNegara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk
Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
i57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata
cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Derita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

sé~ N 141
Pembangunan Dan Kcuangan Dacrah {Borita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
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2021 (Berita Daerah Negara Repubtik Indomesia Tahun 2020
Nomor 615);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Setatan Tabun 2016
Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tabhrun 2065 Nomor §j;
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Sinjai Nomor 162);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16,

‘Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tatratr 2618-2023 {Lembararnr Dacralr Kabupaterr Sitged Talran:
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
xc'?rba’lg%ii't&u Jangka wxe"h.ugatl dacrah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2,
Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan
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2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021
Nomor 18);

32.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).



33.Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemcrintah Daerah Kabupatcn Sinjai Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RENCANA KERJA PERANCGEKAT DAERAH KABUDATEN SINJAI
TAHUN 2022.
KESATU : Memutuskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2022, selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah, merunalkan dokumen perencanaan Pnrnnglrnf

Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja
dan pendanaan perangkat daerah tahun 2022 dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:

a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
dan
b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
KEEMPAT : (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sinjai sebagai berikut:

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran;

Dinas Sosial;
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j.  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, FPengendaitan Penduduk dan Keiuarga
Berencana;,

k. Dinas Ketahanan Pangan;

l.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i, Dinas Pemberdayaarn Masyarakat dan Desa,

o. Dinas Perhubungan;

p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga
Kerja;

r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

s. Dinas Pemuda dan QOlahraga;
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,;

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Penapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Dava Manngeia dan Aparatur;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Kecamatan Sinjai Utara;

Kecamatan Sinjai Selatan;

. Kecamatan Sinjai Rarat;

Kecamatan Sinjai Timur;
Kecamatan Sinjai Tengah;

. Kecamatan Sinjai Borong;

Kecamatan Bulupoddo;

. Kecamatan Tellulimpoe;
. Kecamatan Pulau Sembilan;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
Rumah Sakit Umum Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
KELIMA : Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat tercantum
dalam Dokumen Renja masing-masing Perangkat Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai Oktober 202¢
ggal | okbober 20U

SINJAK;

I'SHTO GADHISTA ASAPA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOCR 099TAHUN 2021

TENTANG RENCANA  KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

SINJAI TAHUN 2022
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIN. I/
AHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang
selanjutnya disingkat dengan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD). Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan
sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2022 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021. Sejalan
dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PERANGKAT
DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja
PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan
tahun 2022, sesuai dengan RKPD> dimaksud.

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2022 adalah:
i. Undeng-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuican
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822;
Undaing-Undaiig Noinor 28 Tarann 1555 tentang Penyelenggaia
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

B

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

SO

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perenconacn Pembangunan Masicnal {Lembaran Megara Republikk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kenanean antara Pemerintah Pueat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
{Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
O007) sebagaunana tetan diubatr beberapa kah, terakhm dengean
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dama
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Reuangarr dain Ritretja instanrsi Peinermitah (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah (lLemharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041});
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indencsia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam NMegeri Memor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana FPembangunan Jangka Pamnjang Daeran,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

. Peraturan Deacianr Noinor O Tatuit 2010 teintaig Powok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokek
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 78);

Peraturan Doerak Momeor 3 Tahun 20132 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan  Daerah Nomor 12 Tahun 2013  tentang
Pengarnsutamaan Gender Vnhnpatpn .Qinjai {Iembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
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25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tehun
2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tchun 20123 tentang Rencana Pembangunan Jongke Panjang
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

26, Peratniran Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sictem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 65);

27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 167);

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2022
dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH
berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 dalam rangka
mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPFMD Tairun 2018-20623.
Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah
(PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
Mergadi adat urtuk et keterkeutany perercatraarn,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

)
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BAB II
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

J
J

:

: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 S/D

TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awai RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dam Sasaran Renja PD Tairum 2022
3.3 Program dan Kegiatan

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DITORTY TINY T

ANV L UT
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB III

RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai
dengan rincian sebagai berikut :

SOONG O, ON -

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Dinas Sosial;

0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keiuarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan,;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

i5. Dinas Pernubungan;
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16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Oahraga;

20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,;

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

22. Dinas Perikanan;

23. Dinas Tanaman Pongan, Holtikultura dan Perkebunan;

24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

28 Radan Ppnnpgfnn Daerah

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Aparatur;

30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,;

31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Siniai Utara;

33. Kecamatan Sinjai Selatan;

34. Kecamatan Sinjai Barat;

35. Kecamatan Sinjai Timur;

36. Kecamatan Sinjai Tengah,;

37. Kecamatan Sinjai Borong:

38. Kecamatan Bulupoddo;

39. Kecamatan Tellulimpoe;

40. Kecamatan Pulau Sembilan;

41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH)
Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan
perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai
Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 17
Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat
semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan
beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran
pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud
cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri,
Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
yang Unggul dan Berdaya Saing”.

SKETO GADHISTA ASAPA



